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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Auditor Pemerintah

Pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit. Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014:9). Menurut Arens dkk (2011:4) definisi audit yaitu:
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. (auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.)”

Menurut Abdul Halim (2008:1) definisi audit yang berasal dari ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) adalah “Suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.” Dari beberapa uraian definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan (assertion/asersi) tentang kejadian atau peristiwa ekonomi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Sedangkan, audit pada organisasi sektor publik menurut Bastian (2014:4) adalah suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Proses pengujian memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikasi mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan organisasi mewakili posisi keuangan organisasi sektor publik dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Di Indonesia Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang digunakan dalam audit untuk organisasi sektor publik adalah Standar Audit Sektor Publik. Menurut Bastian (2014:9) proses auditing yang dilakukan pada organisasi sektor publik memiliki beberapa konsep dasar yang harus dilakukan saat pelaksanaan proses audit, yaitu:
a. Pembuktian (evidence) yang cukup, bukti yang digunakan dalam proses audit merupakan bukti valid yang harus memenuhi syarat formil dan materiil.

b. Memeriksa dengan hati-hati (due audit care), pemeriksaan yang dilakukan salama proses audit harus menggunakan kecermatan sacara profesional sesuai dengan keahliannya.
c. Penyajian yang wajar (fair presentation), konsep audit penyajian yang wajar berkaitan dengan ketepatan akuntansi (accounting propriety), pengungkapan yang cukup (adequate disclosure), dan kewajiban pemeriksaan (audit obligation).

d. Bebas, mampu bertindak jujur dan objektif (independence) terhadap fakta dan penyajiaanya.

e. Berbuat/bertindak sesuai dengan kode etik (ethical conduct) sesuai dengan etika profesi akuntan.

Menurut Boynton dkk (2003:5) definisi auditor adalah sebagai individu yang berperan melakukan audit tersebut, maupun institusi yang memerintahkan individu tersebut melakukan audit. Individu-individu yang terikat untuk mengaudit tindakan dan peristiwa ekonomi untuk individu dan entitas legal secara umum diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) auditor independen, (2) auditor internal, dan (3) auditor pemerintah. Kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas pemerintahan di setiap negara audit juga diperlukan sebagai bentuk pemeriksaan terhadap aktivitas-aktivitas keuangan dan pembangunan pemerintahan yang dijalankan demi mencapai tujuan dan berdasarkan kesesuaian aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, auditor pemerintahan merupakan auditor yang melakukan audit atas keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
Auditor pemerintah di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu: auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor internal pemerintah atau biasa disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), terdapat tiga jenis audit keuangan Negara, yaitu:

1. Audit keuangan 
Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), atau dengan sebuah basis akuntansi komprehensif diluar dari GAAP yang berlaku umum di Indonesia.
2. Audit kinerja 
Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program /kegiatan pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. Audit kinerja mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. 
3. Audit dengan tujuan tertentu

Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya:
a. Audit ketaatan

Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/perlaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Audit investigatif

Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakah suatu indikasi penyimpangan/kecurangan apakah memang benar terjadi atau tidak terjadi.

Audit pemerintahan memiliki objek pemeriksaan yang juga berangkat dari landasan pemfokusan jenis audit umum tersebut, namun dengan objek audit instansi pemerintahan pusat dan daerah yang dilaksanakan auditor pemerintah dan akuntan independen publik. Auditor BPKP melakukan dua jenis pengawasan, yaitu assurance dan consulting kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi negara/daerah (BUMN/BUMD), dimana kegiatan assurance tersebut salah satunya adalah audit. Dari tugas BPKP yang memberikan pelayanan terhadap instansi pemerintah tersebut, maka sangat penting untuk mendapatkan penilaian keberhasilan kinerja pada hasil audit dan kinerja selama memperoleh hasil untuk pengambilan keputusan.
2.1.2
Auditor Internal Pemerintah
Menurut IIA (Institute of Internal auditor) yang dikutip oleh Boynton (2001:980) definisi internal auditing adalah sebagai berikut:

”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”. (Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola).

Definisi lain menurut Moeller (2005:8), The Institute of Internal Auditors (IIA) tentang internal auditing adalah “internal auditing is an independen appraisal function established with in an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization.” Dari pengertian tersebut, audit internal dipahami sebagai suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi. Sedangkan menurut Messier dkk (2005:514) audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disipilin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
Auditor  internal pemerintah merupakan auditor yang bekerja untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pemerintah. Selanjutnya, auditor internal pemerintah disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 47 ayat 2 huruf a, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan aparat yang melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus memenuhi:
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 48 ayat 2, APIP melakukan pengawasan intern melalui:

a. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

b. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau aturan yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana atau aturan yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
d. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Sedangkan jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 48 ayat 2 yaitu: (a) pemeriksaan rutin (reguler) yang dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan, dan (b) pemeriksaan khusus dan kasus yang dilaksanakan berdasarkan permintaan pejabat berwenang terkait permohonan dan atau adanya pengaduan perseorangan atau masyarakat. Jadi berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa APIP merupakan salah satu pilar yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Serta APIP memberikan keyakinan (quality assurance) yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2.1.3
Kinerja Auditor Pemerintah
2.1.3.1
Pengertian Kinerja 

Secara etimologi, Kinerja berasal dari prestasi kerja (performance). Performance dapat diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja mempunyai makna yang luas, bukan hanya menyatakan hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Wibowo, 2007:7). Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011:67). Menurut Hasibuan (2009) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.
Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005:67). Gibson et al. (2007:171), menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi.
Kinerja Auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar). Pengukuran kinerja ada tiga menurut Agus Dharma (2003:355) sebagai berikut:

1. Kuantitas, adalah jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah keluaran atau pelaksanaan kegiatan.

2. Kualitas, adalah mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya), pengukuran kualitatif mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan” dalam seberapa baik penyelesaiannya.

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesauan suatu kegiatan.

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional dalam organisasi dan personinya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, memberikan nilai umpan balik tentang kualitas untuk kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja. Menurut Simamora (2006:344) mengemukakan bahwa penilaian kinerja adalah secara keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi pekerjaan, penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan/diberikan. Jadi penilain kinerja dapat diartikan sebagai sistem formal untuk memeriksa atau mengaji dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok.

2.1.3.2

Unsur-unsur Pengukuran Kinerja Auditor

Menurut Ruky (2002) dalam Sulton (2010:33), unsur-unsur pengukuran kinerja auditor adalah sebagai berikut:
a. Kinerja berorientasi pada input. Cara ini merupakan cara tradisional yang menekankan pada pengukuran atau penilaian ciri-ciri kepribadian auditor. Ciri-ciri atau karakteristik kepribadian yang banyak dijadikan objek pengukuran adalah kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, kreativitas, adaptasi, sopan santun, dan lain-lain.
b. Kinerja yang berorientasi pada proses. Melalui cara ini, kinerja auditor diukur dengan cara menilai sikap dan perilaku seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dengan kata lain penilaian masih tetap tidak difokuskan langsung pada kuantitas dan kualitas hasil yang dicapainya, yang diteliti adalah meneliti bagaimana tugas-tugas dilakukan dan membandingkan perilaku dan sikap yang diperlihatkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk setiap tugas yang telah dibebankan padanya.

c. Kinerja yang berorientasi pada output. Sistem ini biasanya juga disebut dengan sistem manajemen kinerja yang berbasiskan pencapaian sasaran kerja individu. Sistem ini memfokuskan pada hasil yang diperoleh atau dicapai oleh auditor. Sistem ini berbasis pada metode manajemen kinerja berbasiskan pada konsep manajemen berdasarkan sasaran.
2.1.4
Independensi
 Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Independensi merupakan standar umum nomor 2 (dua) dari delapan standar audit APIP dalam (BPKP 2008) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, auditor harus independen dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaanya untuk kepentingan umum. Auditor yang benar-benar independen tidak akan terpengaruh oleh kliennya, maka audit yang dihasilkan akan berkualitas. Kualitas audit yang baik menunjukkan bahwa auditor memiliki kinerja yang baik. Sedangkan menurut Halim (2008:46), independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. 
Definisi lain menurut Sawyer’s (2009:7) dalam mendefinisikan independensi, independensi merupakan suatu sikap yang harus bebas dari hambatan, memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah yang sebenarnya, bukan berdasarkan keinginan eksekutif atau lembaga. Sedangkan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (2007:24) menjelaskan bahwa independensi adalah sebagai berikut: 

“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksa, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.”
Dari berbagai definisi diatas dapat diketahui bahwa independensi merupakan suatu sikap yang bebas dan tidak terpengaruh, tidak memihak, dan melaporkan suatu kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam menentukan keputusan dan mengambil kebijakan. Independensi merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik dan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu atau kualitas seorang auditor.

Seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Independensi dalam penampilan akuntan publik dianggap rusak jika ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan yang mungkin mengkompromikan independensinya. Independensi auditor mencakup dua aspek, yaitu: (1) Independensi sikap mental, hal ini berarti adanya kejujuran di diri auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak siapapun dalam menyatakan pendapatnya. (2) Independensi penampilan, berarti adanya kesan dari masyarakat bahwa seorang auditor harus terhindar dari semua faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya (kebebasannya).
Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (2007: 25-29) yang mengemukakan tiga macam gangguan terhadap independensi yaitu: 
1. Gangguan pribadi 
Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi petugas pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain: 
a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa. 
b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa. 
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 
d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.
f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah. 
g. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa.
h. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa. 
i. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu. 
j. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa. 
k. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa. 
l. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan. 
2. Gangguan Ekstern 
Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif. Independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat: 
a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya. 
b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan. 
d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa.
e. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.
f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan. 
g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya. 
h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksaan. 
3. Gangguan Organisasi 
Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.”
2.1.5
Profesionalisme
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional berasal dari kata profesi yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu. Sedangkan profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Depdiknas, 2013). Menurut Arens et al, (2008:105) definisi profesionalisme yaitu:

“Profesionalisme means a responsibility for conduct that extands beyond statisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our society law and regulation”. Profesionalisme merupakan tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.
Sedangkan menurut Dwiyanto (2011:157) profesionalisme adalah “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik”. Jadi profesionalisme merupakan suatu keyakinan bahwa sikap dan tindakan dari upaya yang optimal untuk memenuhi segala tindakan dengan tidak merugikan pihak lain dan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait tanpa melihat suatu pekerjaan profesi atau tidak dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang mengutamakan kepentingan publik. Secara konseptual, profesi dan profesionalisme tentu dapat dibedakan. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang mengharuskan seseorang memiliki beberapa kriteria tertentu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, sedangkan profesionalisme adalah suatu sikap individu yang sangat menentukan individu tersebut dalam bersikap dan berprilaku.
Sikap profesional harus dimiliki dalam berbagai bidang di setiap profesi, terlebih lagi profesi sebagai auditor karena auditor merupakan profesi sangat penting untuk menentukan proses pengambilan keputusan. Seorang auditor yang bertindak profesional dalam melakukan proses audit diharapkan dapat menghasilkan audit yang memenuhi standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sikap profesional yang harus ditanamkan kepada auditor dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan dengan pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, serta pelatihan berkelanjutan. Apabila seorang auditor tidak memiliki atau telah kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan dan dengan baik, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang begitu saja terhadap auditor tersebut.
Menurut Wahyudi dan Aida (2006) terdapat dua indikator profesionalisme, yaitu:

1. Pengabdian terhadap profesi, dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.

2. Keyakinan terhadap peraturan/standar profesi, suatu keyakinan bahwa yang paling berwewenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer: 2006:35). Sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal adalah :
1. Kesesuaian dengan standar profesi.
Para pemeriksa internal harus mematuhi standar profesi dalam melakukan pemeriksanaan. Kode etik menetapkan standar profesi dan menetapkan dasar bagi pelaksanaannya. Kode etik menghendaki standar yang tinggi bagi kejujuran, sikap objektif, ketekunan dan loyalitas yang harus di penuhi oleh auditor internal.

2. Pengetahuan dan kecakapan.
Para pemeriksa internal harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai ilmu disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sikap internal auditor harus memiliki pengetahuan dan kecakapan sebagai berikut :

a. Keahlian internal auditor dalam menerapkan berbagai standar, prosedur, dan tehnik audit yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
b. Keahlian dalam prinsip-prinsip dan tehnik-tehnik akuntansi yang diperlukan oleh auditor yang pekerjaannya secara luas berhubungan dengan berbagai catatan dan laporan keuangan
c. Memahami prinsip-prinsip manajemen yang diperlukan untuk mengenal dan mengevaluasi dari penyimpangan atau deviasi dalam praktek usaha yang baik.
d. Diperlukan pemahaman terhadap dasar dari berbagai pengetahuan, seperti akuntansi, ekonomi, hukum, perdagangan, perpajakan, keuangan, metode-metode kuantitatif, dan sistem informasi yang terkomputerisasi.
3. Hubungan antar manusia dan komunikasi.
Para pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

a. Para internal auditor haruslah memahami hubungan antar manusia dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak yang diperiksa.
b. Para internal auditor haruslah memiliki kecakapan dalam komunikasi lisan dan tulisa sehingga mereka dapat secara jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal seperti tujuan audit, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
4. Pendidikan berkelanjutan.
Para pemeriksa internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. 
5. Ketelitian professional.
Pemeriksa internal harus melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.
2.1.6
Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Menurut SA Seksi 110 dalam PSAP (2011), Auditor bertanggungjawab untuk melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 
Dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP 2007 dijelaskan bahwa akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dala mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan akuntabilitas.
Menurut Kalbers dan Forgaty (1995), yang diterjemahkan oleh Aji (2009:51-52) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas auditor, yaitu:
1. Motivasi, merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Robbins (2008:222) mendefinisikan motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuanya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah, dan ketekunan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Terkait dengan akuntabilitas, seseorang dengan akuntabilitas tinggi akan memiliki motivasi yang tinggi pula dalam mengerjakan sesuatu. 

2. Pengabdian pada profesi, dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, serta keteguhan untuk tetap melaksanakan suatu pekerjaan. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Totalitas inilah yang menjadi tanggung jawab dan komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, kemudian baru materi. 

3. Kewajiban sosial, merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh, baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Jika auditor menyadari betapa besar perannya, maka ia akan memiliki keyakinan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga ia merasa berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga profesinya. 

Pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri seorang profesional, dalam hal ini adalah auditor, tanpa paksaan dari siapapun. Auditor memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka kepada organisasi, profesi, masyarakat, dan pribadi mereka sendiri di mana akuntan publik mempunyai tanggung jawab menjaga integritas dan obyektivitasnya. Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan semakin baik.
2.1.7
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Bank Raya Nomor 2 (dua) Demang Lebar Daun, Kota Palembang Sumatera Selatan merupakan unit pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas keputusan kepala Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Berdasarkan surat keputusan tersebut dan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mendapat tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2.1.7.1
Struktur Organisasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai masa transisi dari berlakunya Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi SUmatera Selatan masih berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon II A) yang dibantu oleh:

1. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)

2. Korwas P3A APIP

3. Korwas Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat I

4. Korwas Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat II

5. Korwas Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

6. Korwas Bidang Akuntan Negara

7. Korwas Bidang Investigasi I

8. Korwas Bidang Investigasi II

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), dibantu tiga Kepala Subbagian yaitu:

1. Kepala Subbagian Kepegawaian

2. Kepala Subbagian Umum

3. Kepala Subbagian Keuangan

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:
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Sumber: Website BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 2.1 

Struktur Organisasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
2.1.7.2
Shareholder dan Stakeholder BPKP
Shareholder BPKP adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden selaku kepala pemerintahan memerlukan hasil pengawasan BPKP sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP pun diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. Pihak-pihak yang merupakan stakeholde BPKP adalah:
1. Lembaga Legislatif

Hasil pengawasan BPKP berguna bagi lembaga legislatif sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas eksekutif dan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK selaku eksternal auditor pemerintah memerlukan hasil pengawasan BPKP dalam rangka memberikan penilaian atas kinerja eksekutif. Untuk keperluan tersebut, hasil pengawasan BPKP dapat digunakan oleh BPK dalam rangka memberikan opini terhadap laporan keuangan eksekutif, serta dalam menentukan luasnya ruang lingkup audit yang dilaksanakan menjadi lebih efisien dan efektif.

3. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, terutama jajaran Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Anti Korupsi dapat memanfaatkan hasil pengawasan BPKP sebagai bahan dalam rangka penegakan supremasi hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
4. Pemberi Pinjaman/Hibah (lenders)

Pemberi pinjaman/hibah (lenders) berkepentingan memperoleh informasi hasil pengawasan yang andal, khususnya informasi mengenai aktivitas pembangunan yang dibiayai oleh dana pinjaman/hibah dalam dan luar negeri dalam rangka penetapan kebijakan berkaitan dengan dana pinjaman/hibah yang bersangkutan tersebut.
2.2
Penelitian Terdahulu

Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Persamaan Penerlitian
	Perbedaan Penerlitian
	Hasil (Kesimpulan)

	1
	Kompiang Martina Dinata Putri dan I.D.G Dharma Suputra (2013)
	Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali
	Dependen:

· Kinerja Auditor (Y)

Independen:

· Independensi (X1)

· Profesionalisme (X2)

· Etika Profesi (X3)
	· Variabel Independensi (X1)

· Profesionalisme (X2)

· Kinerja Auditor (Y)
	· Etika Profesi (X3)
	Variabel Independensi, Profesionalisme dan Etika Profesi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Auditor 

	2
	Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha dan I Wayan Ramantha (2015)
	Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi dan Pelatihan Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali
	Dependen:

· Kinerja Auditor (Y)

Independen:

· Profesionalisme (X1)

· Etika Profesi (X2)

· Pelatihan Auditor (X3)
	· Variabel Profesionalisme (X1)

· Kinerja Auditor (Y)


	· Etika Profesi (X2) dan 
· Pelatihan Auditor (X3)
	Variabel Profesionalisme, Etika Profesi dan Pelatihan Auditor Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Auditor

	3
	Dwi Sumartono Agung Kurniawan, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2016)
	Pengaruh Independensi auditor, Integritas Auditor, Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor di BPK Perwakilan Provinsi Aceh
	Dependen:

· Kinerja Auditor (Y)

Independen:

· Independensi Auditor (X1)

· Integritas Auditor (X2)

· Profesionalisme Auditor (X3)

· Etika Profesi (X4)

· Gaya Kepemimpinan (X5)
	· Variabel Independensi auditor (X1)

· Profesionalisme Auditor (X3)

· Kinerja Auditor (Y)


	· Integritas Auditor (X2)

· Etika Profesi (X4) 
· Gaya Kepemimpinan (X5)
	Variabel Independensi auditor, Integritas Auditor, Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Gaya Kepemimpinan secara Simultan maupun Persial berpengaruh terhadap Kinerja Auditor

	4
	Adelia Lukyta Arumsari dan I Ketut Budiartha (2016)
	Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali
	Dependen:

· Kinerja Auditor (Y)

Independen:

· Profesionalisme Auditor (X1)

· Independensi Auditor (X2)

· Etika Profesi (X3)

· Budaya Organisasi (X4)

· Gaya Kepemimpinan (X5)
	· Variabel Profesionalisme Auditor (X1)

· Independensi Auditor (X2)

· Kinerja Auditor (Y)


	· Etika Profesi (X3)

· Budaya Organisasi (X4) 
· Gaya Kepemimpinan (X5)
	Variabel Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan memberikan pengaruh Positif pada Kinerja Auditor

	5
	Nila Gustia (2016)
	Pengaruh Independensi Auditor, Etika Profesi, Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Sumber)
	Dependen:

· Kinerja Auditor (Y)

Independen:

· Independensi Auditor (X1)

· Etika Profesi (X2)

· Komitmen Organisasi (X3)

· Gaya Kepemimpinan (X4)
	· Variabel Independensi auditor (X1) 
· Kinerja Auditor (Y)
	· Etika Profesi (X2)

· Komitmen Organisasi (X3)
· Gaya Kepemimpinan (X4)
	Hasil penelitian menunjukkam bahwa variabel Independensi Auditor dan Etika Profesi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. Sedangkan Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Auditor Pemerintah.

	6
	Fivit Nursyabani (2016)
	Pengaruh Akuntabilitas Auditor, Pengalaman Kerja dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Akuntan Publik di Surakartan dan Yogyakarta
	Dependen:

· Kualitas Audit (Y)

· Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Z)

Independen:

· Akuntabilitas Auditor (X1)

· Pengalaman Kerja (X2)
· Independensi (X3)
	· Akuntabilitas Auditor (X1)

· Independensi (X3)
	· Pengalaman Kerja (X2)
· Kualitas Audit (Y)

· Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Z)
	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, pengalaman kerja, independensi auditor dan etika berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Interaksi pengalaman kerja dan etika kepatuhan auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Interaksi akuntabilitas dan etika kepatuhan, serta interaksi kemerdekaan etika kepatuhan auditor dan tidak berpengaruh pada kualitas audit.


Sumber : Data olahan, 2018
2.3
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
[image: image1.png]BPKP

GILLBERT A.H. HUTAPEA

ﬁ' Kepala Perwakilan

HERY
A\ 55 TANTAWI

D) <o R

AZHARI EFFENDY (I apsut care_ (@ amsaL rivanTo Yo\ PRI\ suparTo

TAUFIK MAULANA HAMZAH

Kepala Bagian Tata Usaha

I ] l

— (@

(w \ | NYOMAN YULNATHA @ TATI LESTARI [\ ED1 SETIAWAN
= Kasubbag 3 Kasubbag
=/ Kasubbag Unun i

\¥7 estibea uny Kepegawaian ok Keuangan




[image: image2.png]



[image: image3.png]H4




[image: image4.png]









Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
2.4
Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenaranya dengan melihat hasil analisis peneliti adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Kinerja Auditor

Menurut Hasibuan (2009:94) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja auditor dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standard), dimana kualitas yang berkaitan dengan mutu kerja, kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuain waktu direncanakan. Adapun faktor yang mengpengaruhi kinerja auditor adalah independensi, profesionalisme, dan akutabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H1 :
Diduga terdapat pengaruh independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas secara simultan terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel.
Independensi 

Menurut Halim (2008:46), independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditee. Auditor yang benar-benar independen tidak akan terpengaruh oleh kliennya, maka audit yang dihasilkan akan berkualitas. Kualitas audit yang baik menunjukkan bahwa auditor memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H2 :
Diduga terdapat pengaruh independensi secara parsial terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel.
Profesionalisme

Menurtut Rahma (2012) profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan profesi atau tidak. Apabila seorang auditor tidak memiliki atau telah kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan dan dengan baik, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang begitu saja terhadap auditor tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H3 :
Diduga terdapat pengaruh profesionalisme secara parsial terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel.
Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologis sosial yang dimiliki seorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan (Febriyanti, 2014). Auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H4 :
Diduga terdapat pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel.
Independensi 


(X1)





Profesioanlisme 


(X2)





Kinerja Auditor


(Y)





Akuntabilitas 


(X3)
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